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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak outsourcing
yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul apakah sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan hubungan hukum
yang terjadi untuk tenaga kerja outsourcing lahir karena adanya perjanjian
outsourcing, oleh karena itu perlindungan hukum dan kepastian hukum tenaga kerja
outsourcing seharusnya juga berasal dari perjanjian tersebut. Metode penelitian
hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan
meneliti bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan
Kontrak. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku
dan artikel jurnal yang terkait dengan Kontrak Outsourcing. Untuk melengkapi data
sekunder, diperlukan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
Bagian Legal RS PKU Muhammadiyah Bantul dan Mediator Disnaker Kabupaten
Bantul. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kontrak outsourcing di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining
Yogyakarta dan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) menggunakan perjanjian
penyediaan jasa pekerja/ buruh dan prakteknya masih banyak yang belum sesuai
atau belum menerapkan UU Ketenagakerjaan, Permenakertrans No. 19 Tahun 2012
dan peraturan terkait outsourcing yang lain. Kontrak dengan PT. Wetu Sapta
Gumrining Yogyakarta untuk tahun 2019 masih diperbaharui dan belum sah serta
dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) tidak ada kontraknya. Faktor
pendukungnya karena memang membutuhkan jasa pekerja outsource, tidak perlu
mengurusi jenjang jabatan, dinilai dari sisi hasil dan kualitas kerja lebih mudah dan
efisien, tidak perlu membuat perjanjian secara individu, dan salah satu perusahaan
penyedia jasa pekerja/ buruh merupakan milik pimpinan Muhammadiyah sehingga
sangat mudah untuk bekerja sama. Faktor penghambatnya yaitu dari penyediaan
teknis yang minimal, banyak tenaga kerja yang tidak profesional, selain itu dalam
jasa operator atau unit pendaftaran harus menyeleksi satu persatu orang yang akan
ditempatkan di bagian tersebut.

Kata kunci:  Implementasi, Kontrak Outsourcing, Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul.
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A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan sering kali menimbulkan berbagai
permasalahan. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi
pekerja adalah dengan adanya pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja.
Perjanjian kerja tersebut harus dibuat secara tertulis karena perjanjian kerja
merupakan suatu pernyataan yang sangat penting, yaitu antara pekerja dan
pengusaha yang berisi tentang setujunya seseorang untuk bergabung dalam
perusahaan sebagai pekerja. Sedangkan bagi pekerja, perjanjian kerja lebih
berfungsi sebagai pemberi jaminan rasa aman. Sehingga perjanjian kerja ini
menimbulkan adanya suatu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Dan
dalam perjanjian kerja ini diatur pula mengenai hak dan kewajiban antara
pemberi kerja dengan penerima kerja.t

Penggunaan sistem outsourcing yang seakan sudah menjadi tren
tersendiri di berbagai perusahaan besar baik yang berstatus swasta nasional
atau perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dan bahkan juga instansi-
instansi pemerintahan ini dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk
melakukan efisiensi biaya produksi. Perusahaan berusaha untuk menghemat
pengeluaran dan pembiayaan dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM)
yang bekerja di perusahaannya. Ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang
tidak memungkinkan perusahaan untuk memberi gaji kepada para pekerja tetap

dalam jumlah yang banyak sehingga salah satu cara penghematan yang dapat

!Anis Elisa, 2009, “Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan
pekerjaan secara outsourcing antara PT PLN (persero) dengan PT. Musdipa Inti Sejahtera di
kabupaten Wonogiri” (Disertasi Doktor, Universitas Negeri Sebelas Maret), him. 7.



dilakukan adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain
melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal
dengan istilah outsourcing.

Problematika outsourcing memang cukup bervariasi seiring akselerasi
penggunaannya yang semakin marak dalam dunia usaha, sementara regulasi
yang ada belum memadai untuk mengatur outsourcing yang telah berjalan dan
memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing. Indikasi
lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh, utamanya pekerja
kontrak yang bekerja pada perusahaan outsourcing ini dapat dilihat dari
banyaknya penyimpangan dan/ atau pelanggaran terhadap norma kerja dan
norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan oleh pengusaha
dalam menjalankan bisnis outsourcing.?

Fakta dan permasalahan pada pekerja outsourcing yang sering terjadi
berupa: (1) Hubungan Kkerja antara pekerja/ buruh dengan perusahaan
outsourcing tidak dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja secara tertulis,
sehingga status pekerja/ buruh menjadi tidak jelas, apakah berdasarkan PKWT
atau PKWTT, karena ketidakjelasan status ini sewaktu-waktu pekerja/ buruh
dapat diberhentikan tanpa uang pesangon; (2) Perusahaan outsourcing
membayar upah murah yang tidak sesuai dengan standar upah minimum dan
kebutuhan hidup layak bagi pekerja/ buruh; (3) Tidak diterapkannya waktu

kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/ buruh, serta perhitungan upah kerja

%Rinie Ardiati Tindatu, “Perlindungan Tenaga Kerja dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, Lex Privatum, VVol.IV, No.7 (2016), him. 47.



lembur yang tidak sesuai; (4) Tenaga kerja outsourcing pada umumnya tidak
diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.®

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sebagai salah satu badan yang
berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, dalam
menjalankan tugasnya juga menggunakan sistem outsourcing. Pekerjaan yang
menggunakan jasa perusahaan outsourcing yaitu jasa kebersihan (cleaning
service), pelayanan pengamanan (security) dan unit pendaftaran. Kesemua
kontrak outsourcing tersebut menggunakan jenis perjanjian penyediaan jasa
pekerja/ buruh. Dalam menjalankan outsourcing ini Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul bekerja sama dengan PT Bummy Harapan Umat
(Buharum) dalam jasa pelayanan pengamanan (security) dan unit pendaftaran,
sedangkan pekerja cleaning service bekerja sama dengan PT. Wetu Sapta
Gumrining Yogyakarta. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan
outsourcing yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Bentuk perjanjian yang
digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ kontrak dan jika
hasil kerjanya bagus atau sesuai keinginan pihak Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul, maka kontrak tersebut akan diperpanjang.

Namun apakah kontrak outsourcing yang ada di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

bagi pekerja/ buruh outsourcing tersebut.

3Siti Kunarti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum
Ketenagakerjaan”, Jurnal Dinamika, VVol.9 No.1 (Januari, 2009), him. 72-75.



B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum
sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu
mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundangan,
putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).* Bahan penelitian yang
digunakan adalah sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian
kepustakaan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum
yang diperoleh dari buku teks; jurnal-jurnal ilmiah; pendapat para sarjana;
kasus-kasus hukum; simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan
objek kajian penelitian hukum ini.> Dan bahan hukum tersier yang merupakan
bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedi. Hasil data dari
penelitian dianalisis secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas
hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai benar atau salahnya menurut
hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian kemudian

ditarik kesimpulan.®

4 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, him 34.

SJohny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bandung, PT
Remaja Rosdakarya, him. 392.

¢ 1bid,. him. 184.



C. HASIL PENELITIAN

Implementasi Kontrak  Outsourcing di Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah Bantul
1. Kasus Posisi Perjanjian Kerja sama RS PKU Muhammadiyah Bantul
dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta Nomor:

/IMOU/S.K.WSG/2018
Menurut Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa “perjanjian
penyediaan jasa pekerja/ buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi
pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang memuat
hak dan kewajiban para pihak”. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan
Kebersihan RS PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta
Gumrining Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018 merupakan perjanjian
penyediaan jasa pekerja/ buruh dalam bidang kebersihan (cleaning service).
Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa outsourcing
hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan tersebut
menurut Pasal 17 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 antara lain: “usaha
pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi
pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/satuan
pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan,
serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh”. Dalam hal ini kontrak
outsourcing yang terjadi adalah mengenai pengelolaan kebersihan (cleaning

service), sehingga ketentuan di atas sudah terpenuhi.



Kontrak outsourcing dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta
menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sesuai dengan
Pasal 2 mengenai Jangka Waktu Perjanjian dalam kontrak.

Sesuai Pasal 66 ayat (2) huruf ¢ UU Ketenagakerjaan mengenai
perlindungan upah yaitu mengenai besarnya upah yang diterima pekerja/
buruh, syarat-syarat kerja yaitu mengenai kemampuan apa yang dibutuhkan
oleh perusahaan penerima pekerja/ buruh itu ditentukan oleh PT. Wetu
Sapta Gumrining Yogyakarta. Dan mengenai perselisihan yang timbul
menjadi tanggung jawab PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta. Karena
memang pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi yaitu antara pekerja/
buruh dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta.

Pasal 66 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengenai badan hukum.
Dilihat dari namanya PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta merupakan
suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas,
sehingga Pasal 66 ayat (3) tersebut sudah terpenuhi.

Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “apabila
ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d
serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan”. Dilihat dari isi kontrak dalam kasus posisi di atas tidak ada yang
melanggar, hanya saja kontrak tersebut belum sah karena baru diperbaharui

untuk tahun 2019, belum ditandatangani dan belum bermaterai. Jadi sama



saja kontrak tersebut tidak bisa menjadi acuan karena kontraknya belum
mengikat kedua belah pihak.

Mengenai Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh diatur dalam
Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Pasal
19 ayat (1) Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 menerangkan “perjanjian
penyediaan jasa pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat:

a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/ buruh dari

perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh;

b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh
bersedia menerima pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa
pekerja/ buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus
menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi
penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; dan

c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh
dengan pekerja/ buruh yang dipekerjakannya berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu”.

Dalam kontrak outsourcing dengan PT. Wetu Sapta Gumrining
Yogyakarta disebutkan dalam premis kontrak yaitu PARA PIHAK dengan
ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan
kebersihan yang selanjutnya di dalam surat perjanjian ini ditulis dengan
PEKERJAAN. Sehingga jenis pekerjaannya adalah pengelolaan kebersihan.
Mengenai Pasal 19 huruf b tidak diatur di dalam kontrak. Hubungan kerja
antara PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta dengan pekerja/ buruh yang
dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal

ini sesuai dengan Pasal 2 mengenai jangka waktu yang tercantum di dalam

kontrak.
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Pasal 20 ayat (1) Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 menyebutkan
“perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh antara perusahaan pemberi
pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh harus
didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan”.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Sugeng Wahyudi, S H selaku Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul yang kemudian disingkat dengan Disnaker
Kabupaten Bantul, kontrak outsourcing antara Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta No:
/MOU/S.K.WSG/2018 belum didaftarkan. Begitu juga mengenai perjanjian
kerja terhadap pekerja/ buruhnya juga belum didaftarkan.

Sesuai dengan Pasal 22 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, bahwa
“Perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh tidak dapat melakukan
operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran
perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan
dilaksanakan®. Tetapi dalam hal ini kontrak outsourcing antara Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining
Yogyakarta No: /MOU/S.K.WSG/2018 tetap melakukan operasional
pekerjaannya walaupun belum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian
penyediaan jasa pekerja/ buruh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul.

11



Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rini Widiastuti, S.H
selaku mediator pada Disnaker Kabupaten Bantul vyaitu, Disnaker
Kabupaten Bantul itu melakukan pemeriksaan terkait laporan. Karena ini
perdata khusus, jadi kalau ada pelanggaran seperti ini ada yang melaporkan
maka akan turun bekerja sama dengan pegawai pengawas provinsi, pegawai
pengawas itu akan mengeluarkan namanya Nota Dinas. Menggunakan Nota
Dinas itu akan dinaikkan ke Pengadilan Negeri.

Menurut beliau ada 3 (tiga) opsi yang bisa dilakukan oleh Disnaker
Kabupaten Bantul, yaitu:

1) Biasanya pekerja yang paham hukum dia akan mengetahui dan

menuntut pesangon ke pemberi pekerjaan;

2) Disnaker Kabupaten Bantul bekerja sama dengan pegawai
pengawas Disnaker provinsi akan melakukan pemeriksaan
pelanggaran obyek ketenagakerjaan dalam hal ini outsourcing,
mengenai:

a) badan hukumnya
b) statusnya
c) mekanisme pelaporan

3) Kalau sudah memiliki ijin maka pegawai Disnaker Kabupaten
Bantul akan melakukan pencabutan sesuai dengan aturan yang ada.

Beliau menyampaikan sejak tahun 2017 pengawasan langsung ke
provinsi karena prosesnya ada di provinsi, kedudukan terendahnya ada di

provinsi dan di kementrian. Jadi jika terjadi pelanggaran maka Disnaker

12



Kabupaten Bantul akan langsung bekerja sama dengan pegawai pengawas
Disnaker Provinsi.

Pengawasan dari instansi yang berwenang (Disnaker Kabupaten
Bantul), menurut Bapak Sugeng masih bersifat pasif, dalam artian akan
menjadi aktif apabila pihak pekerja/ buruh lapor kepada Disnaker
Kabupaten Bantul. Perundang-undangan diciptakan untuk ditaati oleh
seluruh warga Negara, hal ini tentunya bertujuan untuk tercapainya
kepastian hukum yang diharapkan dapat melahirkan keadilan bagi semua
pihak yang terlibat/terkait.’

Walaupun semua kontrak sudah lengkap tetapi belum dicatatkan ke
Disnaker Kabupaten Bantul maka akibat hukumnya sama yaitu hubungan
kerja pekerja/ buruh beralih dengan perusahaan pemberi kerja yaitu Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Akibatnya sama saja dengan tidak ada
kontraknya.

2. Kasus Posisi Kontrak Outsourcing antara Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum)
terkait jasa pengamanan (security) dan unit pendaftaran

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul membuat kontrak
outsourcing dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) terkait pekerjaan
jasa pengamanan (security) dan unit pendaftaran. Dalam hal ini belum

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kontraknya masih di tempat

"Ni Putu Eva Yunita, I Ketut Markeling, I Made Dedy Priyanto, “Penerapan Outsourcing Di
Lembaga Konservasi Bali Zoo”, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.
01, No. 12, (November 2013), Him. 12.
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PT Bummy Harapan Umat (Buharum), belum ditandatangani dan belum
dikembalikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, tetapi
pekerjaannya sudah berjalan.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan, karena PT Bummy
Harapan Umat (Buharum) merupakan milik pimpinan Muhammadiyah,
sehingga sangat mudah untuk bekerja sama tidak perlu syarat yang aneh-
aneh mengingat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sendiri juga
merupakan milik pimpinan Muhammadiyah. Sehingga walaupun
kontraknya belum jadi, pekerjaan yang diperjanjikan berupa jasa pengaman
(security) dan unit pendaftaran sudah berjalan. Mereka bekerja atas dasar
rasa saling percaya. Padahal hal tersebut sangatlah menyalahi aturan.

Tanpa adanya kontrak yang jelas maka status pekerja/ buruh juga tidak
jelas, tidak ada aturan yang bisa melindungi dirinya dari kesewenang-
wenangan pengusaha baik dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh
maupun perusahaan pemberi pekerjaan.

Mengenai adanya suatu hubungan kerja tanpa adanya perjanjian kerja,
maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yang
mana disyaratkan dalam pasal tersebut bahwa “Hubungan kerja terjadi
karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Kemudian Pasal 51 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa,
“Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara “TERTULIS” ataupun “LISAN”,

sehingga Perjanjian Kerja secara lisan adalah “SAH”, selama tidak
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bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,
yaitu:

Kesepakatan kedua belah pihak;

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

cooe

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, kontrak outsourcing
antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT Bummy
Harapan Umat (Buharum) menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(“PKWT”). Menurut Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatakan
“perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”. Dalam ayat (2) nya
berbunyi “perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”.

Jadi sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan di atas
seharusnya pekerja/ buruh yang bekerja pada PT Bummy Harapan Umat
(Buharum) dan dipekerjakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul
berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pekerja/ buruh
tersebut merupakan karyawan tetap dan bukan kontrak.

Selain itu, di dalam Pasal 15 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor:
KEP.100/MEN/V1/2004 menyebutkan bahwa ‘“Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin
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berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sejak
adanya hubungan kerja”.

Dengan kata lain, secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa ketika
Perjanjian Kerja tersebut secara lisan (tidak dibuat dalam bahasa Indonesia
dan huruf latin), maka Perjanjian Kerja tersebut merupakan PKWTT.

Berdasarkan penjelasan di atas pekerja/ buruh berhak untuk menuntut
hak-haknya sebagai karyawan dengan status hubungan kerja PKWTT sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut
penulis paparkan mengenai hak-hak seorang pekerja dengan status PKWTT,
yaitu :

1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),
upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan lain-lain yang berlaku
di perusahaan;

3) Berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha;

4) Berhak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian,
dan penghargaan; dan

5) Berhak atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam
hubungan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Widiastuti, S H sebagai

Mediator pada Disnaker Kabupaten Bantul, mengenai outsourcing yang

belum ada kontraknya tetapi pekerjaannya sudah berjalan maka akibat
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hukumnya yaitu jika terjadi PHK, resiko tuntutan hak dari pihak pekerja/
buruh menuntutnya ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bukan ke
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh lagi dalam hal ini PT Bummy
Harapan Umat (Buharum) karena perjanjian outsourcing nya belum ada.

Beliau memaparkan jika terjadi seperti itu ada 3 (tiga) opsi yang bisa

dilakukan oleh pihak Disnaker Kabupaten Bantul, yaitu:

1) Kalau pekerja/ buruh mengadu ke Disnaker Kabupaten Bantul
maka akan dimediasi, dilakukan pembinaan di perusahaan pemberi
kerja.

2) Dari pekerjanya menuntut pesangon ke Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul

3) Disnaker Kabupaten Bantul akan melakukan pembinaan kepada
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Prosesnya dibina
selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, setelah itu pengawas akan

turun langsung ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

Kemudian kalau dalam prakteknya PKWT menyalahi aturan maka
otomatis akan menjadi PKWTT/ pegawai tetap. Kalau pekerja/ buruh
menuntut hak-haknya itu memakai Pasal yang berkaitan dengan PKWTT.

Menurut Ibu Rini karena permasalahan ini merupakan masalah
perdata khusus, harus ada pekerja/ buruh yang mengadu atau lapor terlebih
dahulu. Karena Disnaker Kabupaten Bantul tugasnya hanya membina dan
mencabut. Disnaker Kabupaten Bantul tidak bisa mencabut karena tidak ada

ijin. Jalan satu-satunya melalui perdata khusus yang diawali dari pekerja
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sendiri. Karena sanksi Nota Dinas pun yang akan mengeluarkan Disnaker
provinsi bukan Disnaker Kabupaten Bantul.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan
Kontrak Outsourcing Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul
1. Faktor Pendukung
Faktor pendukungnya karena memang Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul membutuhkan jasa pekerja outsource. dinilai dari
sisi hasil dan kualitas kerja lebih mudah dan efisien, tidak perlu membuat
perjanjian secara individu, tidak mengurusi jenjang jabatan, dan jasa
pekerja jasa pengamanan (security) dan unit pendaftaran di Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Bantul bekerja sama dengan PT. Bummy Harapan
Umat (Buharum) yang merupakan milik pimpinan Muhammadiyah
sendiri, sehingga sangat mudah untuk bekerja sama.
2. Faktor Penghambat
Faktor penghambatnya yaitu dari penyediaan teknis yang minimal
sehingga pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sering kali ikut
mencarikan orang untuk mendaftar di perusahaan outsource, setelah
memenuhi jumlah yang dibutuhkan baru setelah itu membuat kontrak,
banyak tenaga kerja yang tidak profesional, selain itu dalam jasa operator
atau unit pendaftaran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul harus
menyeleksi satu persatu orang yang akan ditempatkan di bagian unit
pendaftaran tersebut, mengingat tidak bisa sembarang orang yang dapat

menangani pekerjaan itu.
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D. PENUTUP

SIMPULAN

Implementasi  kontrak  outsourcing di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta dan
PT Bummy Harapan Umat (Buharum) menggunakan perjanjian penyediaan
jasa pekerja/ buruh dan prakteknya masih banyak yang belum sesuai atau
belum menerapkan UU Ketenagakerjaan, Permenakertrans No. 19 Tahun 2012
dan peraturan terkait outsourcing yang lain. Kontrak outsourcing dengan PT.
Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta Nomor: /MOU/S.K.WSG/2018 dalam
bidang pengelolaan kebersihan (cleaning service) untuk tahun 2019 masih
diperbaharui dan belum sah dan dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum)
terkait pekerjaan jasa pengamanan (security) dan unit pendaftaran tidak ada
kontraknya.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kontrak
outsourcing di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yaitu:

a. Faktor pendukung: karena memang pihak Rumah Sakit membutuhkan
jasa pekerja outsource, dinilai dari sisi hasil dan kualitas kerja lebih
mudah dan efisien, tidak perlu membuat perjanjian secara individu,
tidak perlu mengurusi jenjang jabatan, dan salah satu perusahaan
penyedia jasa pekerja/ buruh merupakan milik pimpinan
Muhammadiyah.

b. Faktor penghambat: dari penyediaan teknis yang minimal, banyak

tenaga kerja yang tidak profesional dan dalam jasa operator atau unit
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pendaftaran harus menyeleksi satu persatu orang yang akan

ditempatkan di bagian tersebut.

SARAN

Kontrak outsourcing yang diterapkan di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Bantul masih banyak yang belum sesuai dengan aturan baik
itu UU Ketenagakerjaan maupun Permenakertranas No. 19 Tahun 2012 dan
aturan lain yang terkait. Diharapkan ke depannya penerapan mengenai
perjanjian outsourcing akan lebih sesuai dengan aturan perundang-undangan

yang berlaku.
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